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AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan penghambatdalam pelaksanaan Impelementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah padaPenataan Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi. Metode penelitian ini menggunakan metodepenelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui, wawancara dilakukan terhadapinforman kunci yang dianggap benar-benar dapat memberikan informasi baik mengenai orang, peristiwa atau hal,dengan tidak mementingkan jumlah informan tetapi lebih mementingkan bagaimana relevansinya danketepatannya dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Implementasi PeraturanPemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Penataan Kelembagaan Sekretariat DaerahKabupaten Dairi sudah berjalan namun belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspekpertama adalah komunikasi yang memperlihatkan bahwa komunikasi dan koordinasi internal di lingkunganPerangkat Daerah lainnya masih belum berjalan dengan baik. Kedua adalah Sumber Daya memperlihatkan masihbelum terpenuhi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan baik secara jumlah maupun kompetensi. Aspek ketiga,adalah Sikap Birokrasi yang memperlihatkan adanya program kegaiatan sehingga perlu pembenahan danpenataan yang tidak. Aspek keempat adalah Standard Operational Prosedure (SOP) dalam melaksanakanimpelementasi telah mengacu sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Untuk SOP sesuai dengan struktur organisasiyang baru masih dalam proses penyusunan dan perumusan.
Kata Kunci: Implementasi, Pemerintah Daerah, Penataan Kelembagaan.

Abstract
This study aims to determine and analyze the factors that influence and inhibit the implementation of the
implementation of Government Regulation No. 18 of 2016 on the Regional Devices on Institutional Arrangement
Regional Secretariat Dairi. This research method using descriptive research method with qualitative method. Data
collection techniques through, interviews conducted on key informants who are considered really able to provide good
information about people, events or things, with no importance of the number of informants but more concerned with
how its relevance and accuracy with research conducted. The result of the research shows that the Implementation of
Government Regulation Number 18 Year 2016 on the Regional Device of Institutional Arrangement of Dairi Regency
Secretariat has been running but not yet optimal. This can be seen from several aspects. The first aspect is the
communication which shows that internal communication and coordination in other regional apparatus are still not
running well. The second is that the resources show are still not fulfilled in accordance with the amount needed both
in quantity and competence. The third aspect, is the Bureaucracy Attitude which shows the existence of the program
so that the need for correction and structuring that is not. The fourth aspect is the Standard Operational Procedure
(SOP) in implementing the implementation has been based on the stages. For SOPs in accordance with the new
organizational structure is still in the process of drafting and formulation.
Keywords: Implementation, Local Government, Institutional Arrangement.
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PENDAHULUANMenurut Winataputra (2007) kesadaranberkonstitusi secara konseptual diartikansebagai kualitas Gejolak dan perubahanlingkungan strategi dalam menghadapiglobalisasi, sosio-kultural, perubahan politik,perubahan pimpinan, telah menyebabkanperubahan drastis dan mempengaruhiberbagai aspek kehidupan masyarakat diIndonesia. Sistem Pemerintahan Indonesiamengalami perubahan mendasar pada Tahun1999 yaitu diberlakukannya sistemdesentralisasi. Perubahan tata aturanpemerintahan Indonesia pada hakekatnyamerupakan upaya dalam penyelenggaraanpemerintahan yang baik atau Good

Govermance. Salah satu tujuan Good

Govemance adalah mendekatkan pemerintahdengan rakyat. Dengan demikian apa yangmenjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan,dan kepentingan serta aspirasi masyarakatdapat dipahami secara baik dan benar olehpemerintah. Sehingga pemerintah mampumenyediakan layanan kepada masyarakatsecara efisien, mampu mengurangi biaya,memperbaiki output dan penggunaan sumberdaya manusia secara lebih efektif.Pelaksanaan otonomi daerahmemberikan keleluasan bagi pemerintahdaerah untuk menyusun organisasi perangkatdaerahnya. Dasar utama penyusunanperangkat daerah dalam bentuk suatuorganisasi adalah adanya urusanpemerintahan yang menjadi kewenangandaerah, yang terdiri dari urusan wajib danurusan pilihan, namun tidak berarti bahwa

setiap penanganan urusan pemerintahanharus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.Dengan perubahan terminologi pembagianurusan pemerintah yang bersifat konkurenberdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah, makadalam implementasi kelembagaan setidaknyaterwadahi fungsi-fungsi pemerintahantersebut masing-masing tingkatanpemerintahan. Pembentukan kelembagaandaerah diatur dalam Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 pasal 208 yangmengungkapkan bahwa perangkat daerahkabupaten/kota terdiri atas sekretariatdaerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas,badan dan kecamatan.Dengan terbitnya Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahDaerah membawa perubahan yang signifikanterhadap pembentukan Perangkat Daerah,yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepatukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerjayang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan denganprinsip penataan organisasi perangkat daerahyang rasional, proporsional, efektif dan efisien.Dengan membentuk kelembagaan, makaPemerintah Daerah dapat menyelenggarakanpemerintahan secara efisien untukmeningkatkan pelayanan dan kesejahteraanmasyarakat. Bahwa untuk melaksanakanketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahDaerah. Maka ditetapkanlah PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah. Setiap
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daerah sesuai dengan karakter daerahnyaakan mempunyai prioritas yang berbedaantara satu Daerah dengan Daerah lainnyadalam upaya menyejahterakan masyarakat. Inimerupakan pendekatan yang bersifatasimetris artinya walaupun Daerah sama-samadiberikan otonomi yang seluas-luasnya,namun prioritas Urusan Pemerintahan yangdikerjakan akan berbeda satu Daerah denganDaerah lainnya. Konsekuensi logis daripendekatan asimetris tersebut maka Daerahakan mempunyai prioritas UrusanPemerintahan dan kelembagaan yang berbedasatu dengan lainnya sesuai dengan karakterdaerah dan kebutuhan masyarakat.Pembentukan dan susunan PerangkatDaerah berdasarkan Peraturan tersebutditetapkan dengan Peraturan Daerah.Peraturan Daerah pembentukan dan susunanperangkat daerah berlaku setelah mendapatpersetujuan dari Menteri bagi PerangkatDaerah Provinsi dan dari Gubernur sebagaiwakil Pemerintah Pusat bagi perangkat daerahkabupaten/kota. Persetujuan Menteri atauGubernur sebagai wakil Pemerintah Pusatdiberikan berdasarkan pemetaan UrusanWajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.Menteri atau Gubernur sebagai wakilPemerintah Pusat menyampaikan jawabanmenyetujui seluruhnya atau menyetujuidengan perintah perbaikan Peraturan Daerahkepada gubernur atau bupati/walikota palinglambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanyaPeraturan Daerah. Dalam hal Menteri ataugubernur sebagai wakil Pemerintah Pusatmenyetujui seluruhnya atas Peraturan Daerah

dalam lembaran Daerah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari,Menteri atau gubernur sebagai wakilPemerintah Pusat tidak memberikan jawaban,Peraturan Daerah dianggap telah mendapatpersetujuan.Dinamika tuntutan masyarakat akankualitas pelayanan menuntut pemerintahdaerah untuk melakukan pemerintahandaerah kelembagaan sehingga bentukkelembagaan daerah yang dibuat akan lebihefisien. Karakter ini ditunjukkan denganstruktur kelembagaan yang ramping.Kelembagaan yang besar, akan memungkinkanterjadinya overlap implementasi tugas pokokdan fungsi antar organisasi yang ada.Banyaknya keragaman organisasikelembagaan yang dibangun oleh PemerintahDaerah menciptakan potensi terjadinyaduplikasi pelakasanaan tugas. Kondisi inimenciptakan sulitnya koordinasi pada tatananimplementasi kebijakan publik juga berakibatpada borosnya penggunaan sumber daya.Banyaknya keragaman organisasi yangdibangun juga menciptakan semakin banyakkemungkinan terciptanya garis konflikdiantara organisasi kelembagaan itu sendiri.Organisasi pemerintah yang ramping akanmenghasilkan kualitas pelayanan masyarakatlebih berkualitas serta memudahkan bagipenerima layanan. Kondisi ini menjadikankelembagaan yang tidak berbelit-belit sertaprosedur pelayanan yang mudah dipahamioleh masyarakat serta memberikan kejelasandan kepastian hukum bagi masyarakat.
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun2016 tentang Perangkat Daerah telahditetapkan pada tanggal 15 Juni 2016 dandiundangkan pada tanggal 19 Juni 2016 yangmencabut dan menyatakan tidak berlakuPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017tentang Organisasi Perangkat Daerah.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah menjadi acuan ataupedoman terbaru bagi Pemerintah Daerah baikProvinsi maupun Kabupaten/Kota dalamrangka penataan Kelembagaan PerangkatDaerah untuk pembentukan OrganisasiPerangkat Daerah secara efesien, efektif, danrasional sesuai dengan kebutuhan nyata dankemampuan Daerah masing-masing sertakoordinasi, integrasi, sinkronisasi dansimplikasi serta komunikasi kelembagaanantara Pusat dan Daerah. Dasar utamapembentukan perangkat daerah adalah adanyaurusan pemerintah yang diserahkan kepadadaerah dan menjadi kewenangan, yang terdiridari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusanwajib dibagi atas urusan wajib yang berkaitandengan pelayanan dasar, dan urusan wajibyang tidak berkaitan dengan pelayanan dasarpenyelenggaraan.Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 2dijelaskan bahwa, pembentukan PerangkatDaerah dilakukan berdasarkan asas: a) UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangandaerah; b) Intensitas Urusan Pemerintahandan Potensi Daerah; c) Efisiensi; d) Efektivitas;e) Rentang kendali; f) Tata kerja yang jelas;dan g) Fleksibilitas.

Kabupaten Dairi adalah salah satuKabupaten yang ada di Propinsi SumateraUtara yang melaksanakan amanah PeraturanPemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah. Untuk menyikapi PeraturanPemerintah dimaksud, Pemerintah KabupatenDairi melalui Bagian Organisasi dan TataLaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Dairitelah melakukan tahapan-tahapandiantaranya, pemetaan, penetapan typology,penyusunan Rancangan Peraturan Daerahtentang Organisasi Perangkat Daerah,penyusunan Rancangan Peraturan Bupatitentang uraian tugas pokok dan fungsi, AnalisaJabatan dan Anggaran Belanja Kegiatan.Sekretariat Daerah Kabupaten Dairimerupakan salah satu organisasi perangkatdaerah yang ditetapkan melalui PeraturanDaerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016tentang Pembentukan Organisasi PerangkatDaerah Kabupaten Dairi. Berdasarkan tipesesuai dengan pasal 30 Peraturan PemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah maka Sekretariat Daerah  KabupatenDairi tergolong tipe A.Tipe A mewadahipelaksanaan fungsi sekretariat DaerahKabupaten dengan beban kerja yang besar.Dengan pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah,  maka Sekretariat Daerah KabupatenDairi terdiri dari 3 (tiga) Asisten, (I) AsistenPemerintahan dan Kesejahteraan Rakyatmembawahi 4 (empat) Bagian yaitu, (1)Bagian Tata Pemerintahan (2) BagianKesejahteraan (3) Bagian Hukum (4) BagianOrganisasi dan Tata Laksana, (II) Asisten
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Administrasi Pembangunan membawahi 2(dua) Bagian yaitu, (1) Bagian Perekonomian(2) Bagian Pembangunan, (III) AsistenAdministrasi Umum membawahi 3 (tiga)Bagian yaitu, (1) Bagian Umum (2) BagianPerlengkapan (3) Bagian Humas danProtokol,dan setiap Bagian mempunyai 3(tiga) subbagian sehingga secara keseluruhanmenjadi 27 (dua puluh tujuh) Subbagian.Dalam proses pelaksanaan tahapandimaksud terjadi perubahan kelembagaanmaupun struktur organisasi di lingkunganSekretariat Daerah Kabupaten Dairi juga turutmempengaruhi dari berbagai aspek,diantaranya ketatalaksanaan, SumberdayaAparatur, standarisasi sarana dan prasaranakerja. Karena ini kebijakan PeraturanPemerintah tergolong masih baru sehinggapasti dalam mengimplementasikan belumoptimal, masih ada kekurangan danketerbatasan. Terdapat berbagaipermasalahan yang dihadapi oleh PemerintahKabupaten Dairi terkhusus Sekretariat DaerahKabupaten Dairi dalam mengimplementasikanPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah tersebut.Diantaranya adalah kurangnya koordinasiantara bagian-bagian terkait ketatalaksanaanmasih terdapat ketidaksesuaian dan kurangtepatnya tupoksi serta uraian tugas sesuaijabatan yang ada dilingkungan SekretariatDaerah. Hal ini sangat penting dan berkaitandengan penyusunan uraian jabatan untukpemangku jabatan struktural, jabatanfungsional dan jabatan fungsional umum.Namun masih ada subbagian yang tidak

mempunyai program kegiatan (daripengamatan penulis Bagian Humas danProtokol salah satu subbagian yaitu subbagianprotokol, dimana sebelumnya subbagian initergabung pada Bagian Umum SekretariatDaerah yaitu subbagian Tata Usaha danProtokoler.Selanjutnya ketersediaan sumber dayamanusia atau Aparatur Sipil Negara yangmasih perlu penambahan (komposisipenempatan staf/jabatan fungsional umumbelum merata, terdapat beberapa subbagiandimasing-masing Bagian tidak memilikistaf/jabatan fungsional umum) serta saranadan prasarana masih sangat perlu dibenahi,dengan bertambahnya 1(satu) BagianSekretariat Daerah Kabupaten Dairi yaituBagian Perlengkapan Sekretariat DaerahKabupatenDairi, sehingga perlu penambahansarana dan prasarana), karena fasilitasmaupun sarana dan prasarana sangatberperan guna mancapai efektif dan efisiensidalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing guna meningkatkan kinerja.
METODE PENELITIANDefenisi metode penelitian menurutSoehartono (2002) adalah cara atau strategimenyeluruh untuk menemukan ataumemperoleh data yang diperlukan. Penelitianini termasuk ke dalam penelitian deskriptifdengan metode kualitatif.Hal ini sesuai denganpernyataan Atherton dan Klemmack(Soehartono, 2002) bahwa penelitiandeskriptif “….bertujuan untuk memberikangambaran tentang suatu masyarakat atau
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kelompok orang tertentu atau gambarantentang suatu gejala atau hubungan antara duagejala atau lebih”. Sebelum menggunakanmetode penelitian kualitatif, ada baiknyapenulis menjelaskan terlebih dahulu mengenaimetode penelitian kualitatif.Metode penelitian kualitatif adalahmetode penelitian yang digunakan untukmeneliti pada kondisi obyek yang alamiah,(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimanapeneliti adalah sebagai instrument kunci,teknik pengumpulan data dilakukan secaratriangulasi (gabungan), analisis data bersifatinduktif, dan hasil penelitian kualitatif lebihmenekankan makna dari pada generalisasi.(Sugiono, 2008).Selanjutnya Sugiono (2008) menyatakanbahwa: Dalam penelitian kualitatif suaturealitas atau obyek tidak dapat dilihat secaraparsial dan dipecah ke dalam beberapavariabel. Penelitian kualitatif memandangobyek sebagai sesuatu yang dinamis, hasilkonstruksi pemikiran, dan utuh (holistic)karena setiap aspek dari obyek itu mempunyaisatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.Sebelum membahas mengenaipengumpulan data, penulis akan menjelaskanpopulasi. Akan tetapi dalam penelitiankualitatif tidak menggunakan istilah populasi.Spradley (Sugiyono, 2008) menyebutkansebagai “social situation” atau situasi sosialyang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat
(place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity)yang berinteraksi secara sinergis. Sebenarnyaobyek penelitian kualitatif bukan semata-matapada situasi sosial yang terdiri dari tiga

elemen tersebut, tetapi juga bisa berupaperistiwa alam, tumbuh-tumbuhan, binatang,kendaraan dan sejenisnya.Dalam penelitian kualitatif ini nantinya,yang menjadi instrument atau alat penelitianadalah peneliti atau penulis sendiri. Penulisyang bertindak sebagai human instrument,berfungsi menentukan fokus penelitian,memilih informan sebagai sumber data,melakukan pengumpulan data, menilaikualitas data, analisis data, menafsirkan datadan membuat kesimpulan atas temuandilapangan. Hal tersebut didasari ataspendapat Nasution (Sugiyono, 2008: 60) yangmenyatakan bahwa: Dalam penelitiankualitatif, tidak ada pilihan lain dari padamenjadikan manusia sebagai instrumentpenelitian utama. Alasannya ialah bahwa,segala sesuatunya belum mempunyai bentukyang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedurpenelitian, hipotesis yang digunakan, bahkanhasil yang diharapkan, itu sebelumnya tidakdapat ditentukan secara pasti dan jelassebelumnya. Segala sesuatu masih perludikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalamkeadaan serba tidak pasti dan tidak jelas itu,tidak ada pilihan lain hanya peneliti itu sendirisebagai alat satu-satunya yang dapatmencapainya.Dalam penelitian ini nantinya penulisakan menggunakan data yang bersumber dariobservasi partisipatif, wawancara dan studidokumentasi. Marshall (Sugiyono, 2008: 64)menyatakan bahwa “through observation, the

researcher learn about behavior and the

meaning attached to those behavior”. Melalui
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observasi, peneliti belajar tentang perilaku danmakna dari perilaku tersebut. SedangkanSeohartono (2002: ha 70) mengatakan bahwa:Dalam observasi partisipan, pengamat ikutserta dalam kegiatan–kegiatan yang dilakukansubjek penelitian, ia tetap waspada untukmengamati kemunculan tingkah laku tertentu.Sejalan dengan pendapat tersebut, Stainback(Sugiyono, 2008: 65) menyatakan “participant

observation, the researcher observes what

people do listen to what they say, and

participates in their activities”. Secara bebasdapat diartikan dalam observasi partisipatif,peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang,mendengarkan apa yang mereka ucapkan, danberpartisipasi dalam aktivitas mereka.Wawancara (interview) adalah pengumpulandata dengan mengajukan pertanyaan secaralangsung oleh pewawancara (pengumpul data)kepada responden, dan jawaban-jawabanresponden dicatat atau direkam dengan alatperekam (tape recorder). SelanjutnyaEsterberg (Sugiyono, 2008; 72)mendefenisikan wawancara sebagai “a

meeting of two persons to exchange information

and idea through question and responses,

resulting in communication and join

construction of meaning about a particular

topic”. (Wawancara merupakan pertemuandua orang untuk bertukar informasi dan idemelalui tanya jawab, sehingga dapatdikonstruksikan makna dalam suatu topiktertentu). Kemudian Esterberg dalam bukuyang sama mengemukakan bahwa
“interviewing is at the heart of social research.

If you look through almost any sociological

journal, you will find that much social research

is based on interview, either standardized or

more in depth”. Maksudnya adalah wawancaramerupakan hatinya penelitian sosial. Biladilihat jurnal dalam ilmu sosial, maka akanditemui semua penelitian sosial didasarkanpada wawancara, baik standar maupun yangdalam.Kemudian Esterberg (Sugiyono, 2008:73) juga mengemukakan beberapa macamwawancara, yaitu wawancara terstruktur,semi terstruktur, dan tidak terstruktur.Wawancara terstruktur digunakan sebagaiteknik pengumpulan data, bila peneliti ataupengumpul data telah mengetahui denganpasti tentang informasi apa yang akandiperoleh. Wawancara semi terstrukturtermasuk dalam kategori in-dept interviewyang dalam pelaksanaannya lebih bebas jikadibandingkan dengan wawancaratersruktur.Tujuan dari wawancara semiterstruktur adalah untuk menemukanpermasalahan secara lebih terbuka di manapihak yang diajak wawancara dimintapendapat dan ide-idenya. Dalam melakukanwawancara, peneliti perlu mendengarkansecara teliti dan mencatat apa yangdikemukakan oleh informan. Sedangkanwawancara tidak terstruktur adalahwawancara bebas di mana peneliti tidakmenggunakan pedoman wawancara yang telahtersusun secara sistematis dan lengkappengumpulan datanya. Oleh karena itu, dalampenelitian penulis menggunakan wawancarasemi terstruktur sebagai sumber data yangutama untuk menarik kesimpulan dengan
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tidak mengenyampingkan hasil pengamatandan dokumen-dokumen terkait. Penentuansumber data melalui wawancara akandilakukan penulis secara purposive, yaitudipilih dengan pertimbangan dan tujuantertentu.
HASIL DAN PEMBAHASANPemerintah Kabupaten Dairi melaluiDewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenDairi telah menetapkan Peraturan DaerahKabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentangPembentukan Organisasi Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi danditetapkan pada tanggal 18 November 2016.Sebagaimana amanah Peraturan PemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah, maka sesuai dengan Pasal 5 PeraturanDaerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016dijelaskan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairisebagai salah satu perangkat daerah adalahsatuan kerja yang  berada  dibawah  danbertanggung  jawab  kepada  Bupati Dairi yangmempunyai tugas pokok dan fungsi untukmenyelenggarakan penyusunan administratifkebijakan dan pengkoodinasian administratifperangkat daerah pelaksanaan tugasperangkat daerah serta pelayananadministratif.
Implementasi Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah Penataan Kelembagan Sekretariat
DaerahSesuai dengan pernyataan Edward III(19984:1) bahwa tanpa implementasi yangefektif maka keputusan pembuat kebijakan

tidak akan berhasil dilaksanakan.Implementasi kebijakan adalah aktivitas yangterlihat setelah dikeluarkan pengarahan yangsah dari suatu kebijakan yang meliputi upayamengelola input untuk menghasilkan outputatau outcomes bagi masyarakat.
Implementation problem appoarch yangdikenalkan Edward III (1984: 9-10),mengajukan pendekatan masalahimplementasi dengan terlebih dahulumengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni:(i) faktor apa yang mendukung keberhasilanimplementasi kebijakan? Dan (ii) faktor apayang menghambat keberhasilan implementasikebijakan?. Berdasarkan kedua pertanyaantersebut dirumuskan empat faktor yangmerupakan syarat utama keberhasilan prosesimplementasi, yakni komunikasi, sumber daya,sikap birokrasi atau pelaksana dan sturkturorganisasi, termasuk tata aliran kerjabirokrasi. Empat faktor tersebut menjadikriteria penting dalam implementasi suatukebijakan.
KomunikasiMenurut Edward III, implementasi akanberjalan efektif apabila ukuran-ukuran dantujuan-tujuan kebijakan dipahami olehindividu-individu yang bertanggungjawabdalam pencapaian tujuan kebijakan. Hal inimenyangkut proses penyampaian informasi,kejelasan informasi dan konsistensi informasiyang disampaikan. Komunikasi adalah perekatorganisasi. Implementasi kebijakan dapatberfungsi efektif jika pertama-tamamengetahui apa yang harus dilakukan, sebuah
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kebijakan dan instruksi implementasi harusditransmisikan kepada personil-personil yangtepat sebelum dilaksanakan. Komunikasisemacam ini harus akurat dan harus dipahamioleh para pelaksana/implementor kebijakan.Ada tiga hal penting yang dibahas dalamproses komunikasi kebijakan, yakni transmisi,konsistensi, dan kejelasan (calrity). Faktorpertama yang mendukung implementasikebijakan adalah transmisi. Seorang pejabatyang mengimplementasikan keputusan harusmenyadari bahwa suatu keputusan telahdibuat dan suatu perintah untukpelaksanaanya telah dikeluarkan. Faktorkedua yang mendukung implementasikebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwapetunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakantidak hanya harus diterima oleh parapelaksana kebijakan, tetapi komunikasitersebut harus jelas. Faktor ketiga yangmendukung implementasi kebijakan adalahkonsistensi, yaitu jika implementasi kebijakaningin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten danjelas. (Winarno, 2002)Kaitannya dengan pentingnyakomunikasi dalam organisasi publik, palingtidak ada ukuran komunikasi yang efektifmenurut Harianja (2006), yakni: “1)terciptanya pemahaman yang sama, 2)mempengaruhi sikap dalam kerja, serta 3)tindakan atau perilaku yang berwujud padasemangat dan motivasi kerja untukpeningkatan organisasi. Berkaitan dengan haltersebut di atas, agar terselenggaranyaimplementasi dengan efektif, harus ada

komunikasi dengan semua pihak-pihak baikdilakukan dengan secara langsung maupunsecara tidak langsung oleh Pihak Pemerintahsebagai Stake Holder. Adapun komunikasi yangterjadi dari bawah ke atas dan atas ke bawaholeh Pemerintah Kabupaten Dairi melalui timtelah melakukan komunikasi ke semua pihakterkait dalam melaksanakan implementasiPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah. Namun untukkomunikasi dan koordinasi lintas organisasiperangkat daerah yang lainnya masih kurangberjalan dengan baik.Sebagiamana hasil wawancara denganKepala Bagian Organisasi dan Tata LaksanaSekretariat Daerah Kabupaten Dairi. Terkaitdengan Implementasi Peraturan PemerintahNomor 18 Tahun 2016, bahwasanya telahdilakukan komunikasi yang berjenjang tentangtahapan, prosedur dan segala sesuatu terkaitdengan aturan dimaksud, yaitu TimPemerintah Kabupaten Dairi melalui BagianOrganisasi dan Tata Laksana SekretariatDaerah Kabupaten Dairi dengan KementrianDalam Negeri dan Kementrian PendayagunaanAparatur Negara Reformasi Birokrasi telahmelakukan konsultasi, koordinasi dankomunikasi namun dengan keterbatasanwaktu dan anggaran, maka komunikasi dankoordinasi cenderung lebih intens dilakukandengan Pemerintah Provinsi selaku wakilPemerintah Pusat. Dengan demikian dapatdipahami komunikasi yang berjenjang secaraekternal telah dilaksanakan dengan baik.Namun komunikasi internal belum berjalandengan efektif.
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Dan menurut pendapat AsistenPemerintahan dan Kesejahteraan RakyatSekretariat Daerah Sebagaimana hasilwawancara penulis dengan Kepala BagianOrganisasi Kabupaten Dairi. Kurangnyasosialisasi lintas organisasi perangkat daerahdilingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi,sehingga dengan perubahan stuktur organisasipada Sekretariat Daerah Kabupaten Dairiterdapat atau masih banyak Aparatur SipilNegara di Lingkungan Pemerintah KabupatenDairi belum mengetahui perubahan dimaksud.
Sumber Daya (Resources)Walaupun isi suatu kebijakan sudah baikdan sudah dikomunikasikan secara jelas dankonsisten, tetapi bila sumber daya kurangmemahami dan kurang melaksanakanimplementasi dari suatu kebijakan tidak akanberjalan efektif. Sumber Daya meliputi empatkomponen yaitu staf yang cukup (jumlah danmutu), karenanya manusia merupakan sumberdaya yang paling penting dalam menjalankansuatu kebijakan. Tanpa sumber daya,kebijakan hanya tinggal dikertas dan menjadidokumen saja. Selain hal tersebut, duakomponen selanjutnya adalah informasi yangdibutuhkan guna pengambilan keputusan,kewenangan yang cukup guna melaksanakantugas dan tanggung jawab dan fasilitas yangdibutuhkan dalam pelaksanaan. Di lain pihak,informasi merupakan sumber daya pentingbagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentukinformasi yaitu informasi mengenaibegaimana cara menyelesaikan kebijakan danprogram serta bagi pelaksana harus

mengetahui tindakan apa yang harusdilakukan dan informasi tentang datapendukung kebutuhan kepada peraturanpemerintah dan undang-undang. Kekuranganinformasi dan pengetahuan bagaimanamelaksanakan kebijakan memiliki konsekuensilangsung seperti pelaksana tidakbertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada ditempat kerja sehingga menimbulkaninefisiensi.Impelementasi kebijakan membutuhkankepatuhan organisasi dan individu terhadapperaturan pemerintah yang ada. PihakPemerintah Kabupaten Dairi telahmenetapkan Pembentukan Tim PenyusunanRancangan Peraturan Daerah tentangKelembagaan Perangkat Daerah di LingkunganPemerintah Kabupaten Dairi. Tim merupakanperumus penyusunan kebijakan dimaksudmelalui Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor188.05/442/VII/2016 dan ditetapkan padatanggal 26 Juli 2016.Sumber Daya Manusia selaku promotordan yang paling berperan dalam pelaksanaansetiap kebijakan. Sehubungan denganpelaksanaan kebijakan Peraturan PemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah terkait Sumber Daya Manusia telahmemenuhi komposisi dari jumlah dankompetensi, sehingga pelaksanaan kebijakansudah berjalan.Begitu juga dengan PenataanKelembagaan Sekretariat Daerah KabupatenDairi bahwa Sumber Daya Manusia (ASN) padaSekretariat Daerah Kabupaten Dairi telahmemenuhi komposisi jabatan dan kompetensi,
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namun untuk staf masih perlu penambahanserta pembinaan sebagaimana fungsi dariSekertariat Daerah selaku tim perumuskebijakan.Dan dalam pengisian komposisi jabatanPemerintah Kabupaten Dairi telah mengacusesuai dengan ketentuan Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara. Namun untuk penempatan JabatanPimpinan Tinggi Pratama (eselon IIb) padaSekretariat Daerah Kabupaten Dairi tidakdilaksanakan lelang jabatan. Jabatan tersebutdiisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yangsudah duduk sebagai Pejabat Eselon II, hanyamelakukan Rotasi Jabatan.Tetapi untuk Organisasi PerangkatDaerah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yanglain dilaksanakan dengan lelang jabatan sesuaidengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara terutama untukOrganisasi Perangkat Daerah yang baru.Namun untuk Jabatan Administrator (KepalaBagian pada Sekretariat Daerah KabupatenDairi yakni eselon III.A) dan Jabatan Pengawas(Kepala Subbagian yakni eselon IV.A) padaSekretariat Daerah Kabupaten Dairi belumdilakukan lelang jabatan namun masih hasilkeputusan Tim Baperjakat yang telah ditetapkan oleh Bupati Dairi.Sebagaimana pengamatan penulis untukjabatan administrator (Kepala Bagian) padaSekretariat Daerah belum sepenuhnyaterpenuhi, salah satu Bagian yakni BagianUmum Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi.Namun untuk jabatan pengawas (eselon IV. A)untuk semua Bagian pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Dairi telah terpenuhi sesuai jumlahdan kebutuhan. Selanjutnya untuk fungsionalumum (staf) masih belum terpenuhi sesuaikebutuhan dan jumlah. Terdapat beberapaBagian pada Sekretariat Daerah yangSubbagian tidak memiliki staf. Idealnya setiapSubbagian memiliki seorang staf. SehinggaKepala Subbagian merangkap seluruh tugasyang ada.Sebagaimana hasil wawancara penulisdengan Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya ManusiaKabupaten Dairi menyatakan..........Secarakeseluruhan untuk komposisi jabatanfungsionanl umum (staf) untuk semuaOrganisasi Perangkat Daerah Kabupaen Dairimemang kurang sesuai jumlah dan kebutuhanseharusnya. Kedepan kita akan mengusulkankepada Kementrian Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi untukpengadaan maupun penerimaan calonAparatur Sipil Negara di PemerintahKabupaten Dairi.
Sikap BirokrasiMenurut Mulyono dalamhttp://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/, salah satu faktor yangmempengaruhi efektivitas implementasikebijakan adalah sikap implementor. Jikaimpelementor setuju dengan bagian-bagian isidari kebijakan maka mereka akanmelaksanakan dengan senang hati, tetapi jikapandangan mereka berbeda dengan pembuat
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kebijakan maka proses implementasi akanmengalami banyak masalah.Ada tiga bentuk sikap dan responimplementor terhadap kebijakan; kesadaranpelaksana, petunjuk dan arahan pelaksanauntuk merespon program ke arah penerimaanatau penolakan, dan intensitas dari respontersebut. Para pelaksana mungkin memahamimaksud dan sasaran program namunseringkali mengalami kegagalan dalammelaksanakan program secara tepat karenamereka menolak tujuan yang ada di dalamnyasehingga secara tepat karena mereka menolaktujuan yang ada di dalamnya sehingga secarasembunyi mengalihkan dan menghindariimplementasi program. Disamping itu,dukungan para pejabat pelaksana sangatdibutuhkan dalam mencapai sasaran program.Setelah  tim telah melaksanakantugasnya sesuai dengan tahapan-tahapan yangtelah ditetapkan, maka Pemerintah KabupatenDairi melalui sidang di Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Dairi telahmenetapkan Peraturan Daerah KabupatenDairi Nomor 7 Tahun 2016 tentangPembentukan Organisasi Perangkat DaerahKabupaten Dairi. Sesuai pasal 3 ayat (2) Perdadimaksud pada ayat (1) berlaku setelahmendapat persetujuan dari Menteri bagiPerangkat Daerah provinsi dan dari gubernursebagai wakil Pemerintah Pusat bagiPerangkat Daerah kabupaten/kota.Selanjutnya pada Pasal 3 ayat (3) PersetujuanMenteri atau Gubernur sebagai wakilPemerintah Pusat sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diberikan berdasarkan pemetaan

Urusan Pemerintahan Wajib dan UrusanPemerintahan Pilihan. Selanjuntnya ayat (4)Menteri atau gubernur sebagai wakilPemerintah Pusat menyampaikan jawabanmenyetujui seluruhnya atau menyetujuidengan perintah perbaikan Perda kepadagubernur atau bupati/walikota paling lambat15 (lima belas) Hari sejak diterimnya Perda.Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Dairimelalui Bagian Organisasi dan Tata LaksanaSekretariat Daerah mengantar sekaligusberkoordinasi ke Gubernur selaku PemerintahProvinsi sebagai wakil Pemerintah Pusatuntuk mendapat persetujuan dan koreksi,dengan batas waktu 15 (lima belas) hari. Halini dibenarkan oleh Asisten Pemerintahan danKesejahteraan Rakyat Sekretariat DaerahKabupaten Dairi. Pada Pasal 6 PeraturanPemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ayat (1)Kriteria tipelogi Perangkat Daerah untukmenentukan tipe Perangkat Daerahberdasarkan hasil pemetaan urusanpemerintahan, dengan variabel: (a) umumdengan bobot 20% (dua puluh persen); dan(b) teknis dengan bobot 80% (delapan puluhpersen), ayat (2) Kriteria variabel umumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aditetapkan berdasarkan karakteristik Daerahyang terdiri dari atas indikator: (a) jumlahpenduduk; (b) luas wilayah; dan (c) jumlahanggaran pendapat dan belanja Daerah. DalamPeraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7tersebut dalam pasal 5 disebut SekretariatDaerah Kabupaten Dairi adalah Tipe A (bebankerja besar). Penetapan tipe A ditetapkanberdasarkan Input Data Variabel Sekretariat
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Daerah Kabupaten Dairi. Penetapan tipe Atelah disesuaikan dengan dua faktor yaitufaktor umum dengan indikator  jumlahpenduduk, luas wilayah dan  jumlah APBDselanjutnya faktor subtantif/teknis denganindikator jumlah kecamatan, jumlahdesa/kelurahan dan jumlah perangkat daerahkecuali kecamatan, jumlah kebijakan daerah,jumlah ASN serta jumlah APBD.
Struktur OrganisasiStruktur birokrasi adalah karakteristik,norma-norma, dan pola-pola hubungan yangterjadi berulang-ulang dalam badan-badaneksekutif yang mempunyai hubungan baikpotensial maupun nyata dengan apa yangmereka miliki dalam menjalankan kebijakan.Van Horn dan Van Meter menunjukkanbeberapa unsur yang mungkin berpengaruhterhadap suatu organisasi dalam implementasikebijakan, yaitu: 1) Kompetensi dan ukuranstaf suatu badan; sebagaimana telah dibahassebelumnya, salah satu faktor pendukungterlaksananya impelementasi kebijakan adalahtersedianya sumber daya khususnya manusiauntuk mengaplikasikan Peraturan Pemerintahtersebut dalam birokrasi dimana dia bertugas,dan memiliki integritas yang tinggi dalammemegang teguh janji yang dibuatnya dalamPakta Integritas, ataupun patuh terhadapPeraturan Pemerintah yang telahdisampaikan; 2) Tingkat pengawasan hirarkiterhadap keputusan-keputusan sub unit danproses-proses dalam badan pelaksana. Tidakhanya dilaksanakan oleh Badan yang berperanlangsung dalam hal pengawasan, tetapi juga

oleh pihak masyarakat ikut berperan dalamterselenggaranya Impelementasi PeraturanPemerintah tersebut. Walaupun PeraturanPemerintah tersebut tidak sampai kemasyarakat langsung; 3) Sumber-sumberpolitik suatu organisasi (misalnya dukungandari pihak anggota legislatif) denganpenetapan Peraturan Daerah Kabupaten DairiNomor 7 Tahun 2016 tentang PembentukanOrganisasi Perangkat Daerah; 4) Vitalitassuatu organisasi, atau kemampuan untukberjalan dan berlangsungnya kegiatan di suatuorganisasi sesuai dengan Tugas Pokok danfungsinya; 5) Tingkat komunikasi “terbuka”yaitu jaringan kerja komunikasi horizontalmaupun vertikal secara bebas serta tingkatkebebasan yang secara relatif tinggi dalamkomunikasi dengan individu-individu diluarorganisasi; 6) Kaitan formal dan informalsuatu badan dengan  badan pembuatkeputusan atau pelaksana keputusan. Bilasumberdaya cukup untuk melaksanakan suatukebijakan dan para implementor mengetahuiapayang harus dilakukan, implementasi masihgagal apabila struktur birokrasi yang adamenghalangi koordinasi yang diperlukandalam melaksanakan kebijakan. Kebijakanyang kompleks membutuhkan kerjasamabanyak orang, serta pemborosan sumberdayaakan mempengaruhi hasil implementasi.Perubahan yang akan dilakukan tentunya akanmempengaruhi individu dan secara umumakan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.
(George Edward III: Implementing public policy,

1980).
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SIMPULANPenataan kelembagaan maupun polarestrukturisasi birokrasi oleh PemerintahDaerah guna mewujudkan Good Governance.Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi salah satuOrganisasi Perangkat Daerah di KabupatenDairi telah mengimplementasi PeraturanPemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah dengan PenataanKelembagaan Sekretariat Daerah tetapi belumberjalan dengan baik dilihat dari aspekkomunikasi, sumber daya, sikap birokrasi danstruktur organisasi. Faktor yangmempengaruhi/penghambat pelaksanaanImplementasi Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat DaerahPenataan Kelembagaan Sekretariat DaerahKabupaten Dairi adalah belum baiknyakomunikasi lintas organisasi perangkat daerahdi lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.Selanjutnya keterbatasan Sumber Dayasebagai Tim penyusun Rancangan PeraturanDaerah, dan keterbatasan Sumber DayaManusia baik dari segi komposisi dankompetensi sebagai implementor ataupelaksanaan kebijakan dimaksud. Dan untukSOP masih dalam proses karena masihmeyesuaikan dengan struktur yang barusesuai dengan amanat Peraturan PemerintahNomor 28 Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah.
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